SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 122 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Inspektorat
Daerah Kabupaten Semarang;

b. bahwa dalam rangka peningkatan independensi dan
objektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu
penambahan 1 (satu) Inspektur Pembantu Khusus sebagai
upaya memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat

Daerah;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah—daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Udang-Undang Nomor 67 Tahun 1938 tentang Perubahan

Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3079);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Semarang Nomor 10);



Menetapkan

9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor

109);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang
Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang

Tahun 2021 Nomor 109) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 20

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:

a. Inspektur;

o

. Sekretariat;

Inspektur Pembantu I;

a o

. Inspektur Pembantu II;
Inspektur Pembantu III;
Inspektur Pembantu 1V;

. Inspektur Pembantu Khusus; dan
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. Kelompok Jabatan Fungsional.



2. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf g, terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional.

3. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat
yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Semarang
Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Inspektorat Daerah tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru

berdasarkan Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Semarang Nomor
109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Inspektorat Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan angka 3 huruf F, angka 3 huruf G, angka 3
huruf H dan angka 3 huruf I romawi III Lampiran IV
Peraturan Bupati Semarang Nomor 109 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah
diubah dan ditambahkan huruf J sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Ungaran

pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SEMARANG,
ttd.

NGESTI NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 124

SEKRETA




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SEMARANG NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN
TATA KERJA  SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN SEMARANG

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTUR
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAN ANALISIS DAN ADMINISTRASI DAN
EVALUASI UMUM
INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
FEMBANTU I FEMBANTU I PEMBANTU III PEMBANTU IV PEMBANTU
KHUSUS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SEMARANG NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN SEMARANG

F. INSPEKTUR PEMBANTU I

3. PERINCIAN TUGAS:

a.
b.

5 @ o

o

menyusun program kerja dan anggaran Inspektur Pembantu I;
membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya,;

merumuskan kebijakan teknis pengawasan pelaksanaan urusan
pemerintahan di Daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan pemerintahan desa;

mengoordinasikan pengusutan atas kebenaran laporan indikasi
terjadinya penyimpangan pelaksanaan urusan pemerintahan di
Daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan
urusan pemerintahan desa;

mereview rencana Kkerja anggaran, laporan keuangan, laporan
kinerja instansi pemerintah;

mengevaluasi sistem pengendalian internal;

melaksanakan pemeriksaan terpadu;

penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan,;
mengoordinasikan program pengawasan;

melaksanakan  pemeriksaan  hibah/bantuan  sosial, tugas

pembantuan dan alokasi dana desa;



melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Inspektur Pembantu I;

. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

Inspektur Pembantu I;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

G. INSPEKTUR PEMBANTU II

3. PERINCIAN TUGAS:

a.

b.
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menyusun program kerja dan anggaran Inspektur Pembantu II;
membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya;

merumuskan kebijakan teknis pengawasan pelaksanaan urusan
pemerintahan di Daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan pemerintahan desa;

mengoordinasikan pengusutan atas kebenaran laporan indikasi
terjadinya penyimpangan pelaksanaan urusan pemerintahan di
Daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan
urusan pemerintahan desa;

mereview rencana Kkerja anggaran, laporan keuangan, laporan
kinerja instansi pemerintah;

mengevaluasi sistem pengendalian internal;

melaksanakan pemeriksaan terpadu;

penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
mengoordinasikan program pengawasan,;

melaksanakan  pemeriksaan  hibah/bantuan  sosial, tugas
pembantuan dan alokasi dana desa;

melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Inspektur Pembantu II;

menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Inspektur Pembantu II;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan



0.

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

H. INSPEKTUR PEMBANTU III

3. PERINCIAN TUGAS:

a.

b.
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menyusun program kerja dan anggaran Inspektur Pembantu III;
membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya;

merumuskan kebijakan teknis pengawasan pelaksanaan urusan
pemerintahan di Daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan pemerintahan desa;

mengoordinasikan pengusutan atas kebenaran laporan indikasi
terjadinya penyimpangan pelaksanaan urusan pemerintahan di
Daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan
urusan pemerintahan desa;

mereview rencana Kkerja anggaran, laporan keuangan, laporan
kinerja instansi pemerintah;

mengevaluasi sistem pengendalian internal;

melaksanakan pemeriksaan terpadu;

penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
mengoordinasikan program pengawasan;

melaksanakan  pemeriksaan  hibah/bantuan  sosial, tugas
pembantuan dan alokasi dana desa;

melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Inspektur Pembantu III;

menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Inspektur Pembantu III;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

[. INSPEKTUR PEMBANTU IV

3. PERINCIAN TUGAS:

a.

b.

menyusun program kerja dan anggaran Inspektur Pembantu III;
membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai

dengan bidang tugasnya;
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merumuskan kebijakan teknis pengawasan pelaksanaan urusan
pemerintahan di Daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan pemerintahan desa;

mengoordinasikan pengusutan atas kebenaran laporan indikasi
terjadinya penyimpangan pelaksanaan urusan pemerintahan di
Daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan
urusan pemerintahan desa;

mereview rencana Kkerja anggaran, laporan keuangan, laporan
kinerja instansi pemerintah;

mengevaluasi sistem pengendalian internal;

melaksanakan pemeriksaan terpadu,;

penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan;
mengoordinasikan program pengawasan;

melaksanakan  pemeriksaan  hibah/bantuan  sosial, tugas
pembantuan dan alokasi dana desa;

melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Inspektur Pembantu IV;

menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Inspektur Pembantu IV;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

J. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

1. TUGAS:

Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah di bidang pembinaan

dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja

dan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi wewenang Perangkat

Daerah dalam lingkup Inspektur Pembantu Khusus.

2. FUNGSI:

a.

pengusulan program pembinaan dan pengawasan lingkup Inspektur

Pembantu Khusus;

pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkup

Inspektur Pembantu Khusus;



C.

pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja,
dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah lingkup Inspektur
Pembantu Khusus; dan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. PERINCIAN TUGAS:
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menyusun program kerja dan anggaran Inspektur Pembantu Khusus;
membagi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan bidang tugasnya;

menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu;

penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Reformasi
birokrasi;

melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas Penugasan
Inspektur;

pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;

melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan lainnya;

melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan
khusus;

melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Inspektur Pembantu;

menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

Inspektur Pembantu Khusus;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

BUPATI SEMARANG,
ttd.

NGESTI NUGRAHA





